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JI. Yos Sudarso No. 37 Mamuju
Telepon (0426) 2322634
Laman: sulbar.bawaslu.go.id

Mamuju, 3 Oktober 2024

Nomor 1712 /PM.00.01/K.SR/10/2024
Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada YTh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat

di-

Tempat.

I. Dasar

1.

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor
1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan,
Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II.  Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pengadaan logistik dan

pendistribusiannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali
Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk:

1.

Memperhatikan ketentuan pasal 77 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang — Undang:

1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan
menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
pemungutan suara;

2) Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

. Memperhatikan ketentuan pasal 78 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang — Undang:
(1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

a. suratsuara;

b. tinta;

c. bilik pemungutan suara;

d. segel,

e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
f. TPS.

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

(3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan
Keputusan KPU.

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

(6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan, huruf f harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal
pemungutan suara.

(7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat KPU Provinsi
dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan
pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara
Nasional Indonesia.

3. Memperhatikan ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan
menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan.

(2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Provinsi dan Sekretaris KPU bertanggung pengadaan
Logistik Pemilihan. jawab melakukan

(3) Pengadaan Logistik Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada masing masing KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Memperhatikan ketentuan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan
menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab
mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU
Kabupaten/Kota.

(3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan
kepada PPK, PPS, dan KPPS.

(4) Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam
mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.

5. Memperhatikan ketentuan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:
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Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

6. Memperhatikan standar kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan
lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan,
Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terimakasih.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
/
., M.AP., C.Med.
Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Rl di Jakarta
2. Arsip
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